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Abstract: This research aimed to explain the reasons for the United States being involved in pro-democracy demonstrations in Hong Kong in 2019. These reasons are analyzed using the concepts of Liberal Interventionism and Neorealism Theory. The reasons why the United States was involved in pro-democracy demonstrations in Hong Kong, among others, was due to the existence of legal rules that regulated the US justification for being involved in Hong Kong, namely the HK Policy Act 1992, then there was motivation to prevent human rights violations and the democratic crisis by realizing an international democratization program that was sustainable, and the desire to maintain political influence in Hong Kong in order to safeguard its large economic interests and on the other hand also to stem China influence.
                      Keywords: United States reasons, Pro Democracy Demonstrations, HK Policy Act 1992, United States Interest.

Pendahuluan
Sejak dikembalikan kepada Tiongkok pada tahun 1997 oleh Inggris, Hong Kong menjadi wilayah administrasi khusus negara Tiongkok, yang menjalankan pemerintah dengan pola one state two systems (satu  negara dengan dua sistem). Dengan menjadi bagian administrasi khusus Tiongkok, pelaksanaan  one state two systems berimbas pada beberapa hal, seperti Hong Kong yang menggunakan sistem liberalis dalam aspek ekonomi, sosial dan politiknya sehingga tidak berlakunya sistem sosialis milik Tiongkok di Hong Kong dan pemberian  hak otonomi yang luas dalam segala urusan bagi Hong Kong, kecuali untuk urusan luar negeri dan pertahanan. Hal tersebut berlaku dari 1997 hingga 2047 yaitu selama 50 tahun. (Alvin Y.So. 2011). 
Namun dalam pelaksanaannya, prinsip one state two systems mulai tergerus keberadaannya karena adanya amandemen undang-undang ekstradisi yang dilakukan oleh pemerintah Hong Kong yang diketahui memiliki kedekatan dengan pemerintah pusat Tiongkok untuk mengizinkan seluruh negara atau wilayah memiliki perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong sehingga pihak Tiongkok juga termasuk dalam salah satu wilayah yang diizinkan. Padahal sebelum itu, Tiongkok sangat dikecualikan oleh Hong Kong. Hal ini akhirnya menjadi awal pemicu demonstrasi yang terjadi di Hong Kong (Sarah Cook. 2019).
Demonstrasi yang terjadi di Hong Kong awalnya menuntut untuk dibatalkannya RUU ekstradisi yang direncanakan oleh pemerintah Hong Kong. Akan tetapi, pemerintah tidak mendengarkan tuntutan yang dilakukan oleh para demonstran sehingga terjadi bentrok antara demonstran dengan aparat polisi yang bertugas mengamankan jalannya demonstrasi. Demonstrasi yang terus melakukan aksi untuk menolak RUU ekstradisi ini setidaknya hampir menghentikan seluruh kegiatan yang berada di Hong Kong. Akhirnya, pemerintah Hong Kong yang telah merasa tertekan karena gelombang demonstrasi yang terus meningkat terpaksa untuk membatalkan RUU ektradisi dan meminta kepada demonstran untuk menghentikan aksinya (CNBC. 2019). Namun, hal tersebut tidak menghentikan jalannya demonstrasi di Hong Kong karena tuntutan mereka berujung pada menuntut demokrasi secara penuh di Hong Kong.
	Demonstrasi yang awalnya menuntut untuk dihentikannya amandemen undang-undang ekstradisi kini telah berujung pada tuntutan kemerdekaan. Poin-poin dari tuntutan tersebut ialah hak pilih yang bebas, melakukan investigasi atas kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan aparatur polisi, membebaskan demonstran yang ditangkap, melakukan reformasi aturan penertiban umum yang menjadi dasar penangkapan, dan meminta agar Carrie Lam untuk mundur dari jabatannya. Dari seluruh tuntutan yang ada, pemerintah Hong Kong belum menanggapi tuntutan tersebut dan terus melakukan tindakan represif kepada demonstran melalui pihak aparat yang bertugas (Olivia Enos. 2019).
Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat yang bertugas kepada demonstran mengakibatkan banyak demonstran yang mengalami luka-luka dan bahkan meninggal dunia (Ethan Meick. 2019). Hal ini membuat dunia internasional mengecam tindakan tersebut dan merespon dengan pernyataan resmi, dimana salah satunya ialah Amerika Serikat yang telah lama memiliki kedekatan dengan Hong Kong. Bahkan Kongres Amerika Serikat merespon dengan mengatakan bahwa RUU ekstradisi tersebut akan membuat Hong Kong rentan akan paksaan politik yang diinginkan Tiongkok. Tidak hanya merespon melalui penyataan resmi, Amerika Serikat juga menunjukkan dukungan kepada demonstran di Hong Kong. (Michael C. Davis and Thomas E. Kellogg. 2020) Keterlibatan Amerika Serikat dinyatakan dengan mengecam tindakan-tindakan brutal oleh para aparat polisi yang bertugas. Kemudian Amerika Serikat juga mendukung dengan  mengamandemen The Hong Kong Policy Act 1992, yang merupakan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang disahkan dalam bentuk UU untuk mengatur segala hubungan ekonomi, sosial dan politik dengan Hong Kong (U.S Government Information. 2019).
Dengan adanya amandemen ini, semakin mempertegas keterlibatan Amerika Serikat di Hong Kong karena dalam amandemen tersebut salah satunya ialah memberikan sanksi kepada pejabat Hong Kong yang terlibat dalam demonstrasi tersebut berupa membekukan aset dan melarang masuk ke wilayah Amerika Serikat khususnya di Washington. Kemudian, amandemen ini juga menambahkan undang-undang terkait demokrasi dan hak asasi manusia di Hong Kong tahun 2019 sesuai dengan keinginan para demonstran Hong Kong (Congress Gov. 2019). Selain itu, Amerika Serikat juga disinyalir terlibat dalam demonstrasi di Hong Kong dengan memberikan bantuan dana serta pelatihan-pelatihan kepada aktivis-aktivis pro demokrasi Hong Kong melalui organisasi mereka yaitu CIA dan NED. Hal ini semakin memperjelas bahwa Amerika Serikat merupakan salah satu suplai dana terbesar gerakan demontrasi pro demokrasi di Hong Kong (Hendrajit 2020).
	Akan tetapi keterlibatan Amerika Serikat dalam demonstrasi di Hong Kong dinilai sebagai bentuk intervensi terhadap kedaulatan dan urusan dalam negeri Tiongkok. Keterlibatan Amerika Serikat juga dianggap akan mengubah pandangan dunia Internasional terhadap Tiongkok yang kemudian mendukung Amerika Serikat melalui beragam protes hingga sanksi yang semakin menekan Tiongkok. Selain itu, keterlibatan Amerika Serikat di Hong Kong juga akan memperparah  hubungan dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. 

KerangkaTeori
Konsep Liberal Intervensionisme
Di dalam buku William Clapton mengenai Liberal Intervensionisme merupakan pandangan dasar mengapa negara liberal melakukan intervensi di negara lain. Liberal Intervensionisme ini memberikan kriteria dasar mengapa negara melakukan intervensi karena adanya keinginan untuk mempromosikan demokrasi liberal di negara yang menjadi subjek intervensi. Di sisi lain, negara liberal ini melaksanakan intuisi demokrasi liberal dengan tata kelola yang baik sehingga hal ini bisa menjadi contoh kepada negara yang menjadi subjek intervensi (Wiliam Clapton, 2014). 
Selain itu, konsep ini juga berorientasi pada HAM, negara liberal dinilai perlu untuk melakukan Intervensi dengan tujuan untuk menegakkan HAM karena krisis demokrasi yang terjadi. Hal ini dilakukan agar promosi demokrasi liberal dapat tercapai. Krisis demokrasi yang terjadi di Hong Kong dan berujung pada masalah pelanggaran HAM menjadi dasar Amerika Serikat terlibat di Hong Kong (Paul Du Gay, 2005).
Teori Neorealisme
Menurut John Mearsheimer, Neorealisme akan selalu berpandangan bahwa memperoleh kekuatan sebanyak mungkin dan menganggap bahwa penaklukan atau dominasi itu penting karena dengan memiliki kekuatan yang luar biasa adalah cara terbaik untuk melindungi diri sendiri dan bertahan hidup (Mearsheimer, 2014).
Mearsheimer menyimpulkan beberapa poin alasan suatu negara terlibat di negara lain , yang pertama berdasarkan penjelasan awal ialah ingin mengejar kekuatan  dan kekuasaan dengan cara menjadi kekuatan yang hegemon di kawasan Regional dan mencegah kekuatan baru muncul di kawasan tersebut . Kemudian , yang kedua ialah adanya keinginan untuk menguasai ekonomi di kawasan tersebut demi menyokong kekuatan secara menyeluruh. Ketiga, karena adanya keinginan untuk menguasai Land Power sebagai bentuk perluasan kekuasaan. Dan terakhir, keinginan menguasai Nuklir (Mearsheimer, 2014).
Beberapa hal di atas menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak serta merta hanya berorientasi pada masalah HAM dan Demokrasi semata akan tetapi diikuti dengan adanya kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai di Hong Kong.


Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatif yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang suatu keadaan secara objektif. Dalam hal ini ialah Alasan Amerika Serikat terlibat dalam demonstrasi pro Demokrasi di Hong Kong.
Hasil dan Pembahasan
Amerika Serikat yang memberikan dukungannya kepada demonstrasi pro demokrasi di Hong Kong melalui pernyataan resmi pejabat-pejabatnya dan bahkan melalui kongres mereka, Amerika Serikat mengamandemen HK Policy Act 1992 sebagai bentuk keterlibatannya secara resmi di Hong Kong. Amandemen ini memberikan tambahan mengenai Demokrasi dan HAM serta adanya sanksi kepada pejabat Hong Kong maupun Tiongkok yang terlibat dalam pelanggaran HAM kepada para demonstran yang melakukan aksi dan menghentikan sementara ekspor peralatan pengamanan aparat yang bertugas di Hong Kong. Selain itu, Amerika Serikat juga terlibat dalam demonstrasi pro demokrasi di Hong Kong dengan melakukan pemberian dana untuk melaksanakan aksi demonstrasi melalui organisasi mereka yaitu NED (National Endowment for Democracy) dan melakukan pelatihan kepada aktivisi-aktivis yang melakukan aksi di Hong Kong melalui anggota CIA (Central Intelligence Agency). 
Dari semua bentuk operasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat memperlihatkan pola-pola keterlibatannya. Terlebih dengan adanya amandemen HK Policy Act 1992 yang secara resmi menyatakan bahwa Amerika Serikat mendukung demonstrasi ini. Padahal hal ini dapat memicu konflik dengan pihak Tiongkok yang masih memegang kedaulatannya atas Hong Kong. Bahkan pihak Tiongkok sendiri telah memberikan sanksi kepada pihak Amerika Serikat. Akan tetapi, Amerika Serikat tetap menyatakan dukungannya kepada demonstrasi pro demokrasi di Hong Kong.

A.     Konsep Liberal Intervensionisme
 Alasan-alasan awal mengapa Amerika Serikat terlibat dalam demonstrasi pro demokrasi di Hong Kong ialah karena adanya komitmen yang telah ada untuk menangani HAM dan adanya motivasi untuk melakukan program demokratisasi internasional yang berkelanjutan. 
1. Komitmen Amerika Serikat
Amerika Serikat sebagai negara dengan pelaksanaan intuisi demokrasi liberal yang baik merasa penting untuk terlibat di negara atau wilayah yang ditekan hak-haknya dan adanya pengikisan nilai-nilai demokrasi. Amerika Serikat sebagai pilar utama dari demokrasi di seluruh dunia dan juga sebagai salah satu pilar yang menjunjung Hak Asasi Manusia di dunia menilai bahwa Amerika Serikat merasa perlu dan berkewajiban untuk terlibat di Hong Kong. Hal ini telah tertuang sejak deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat tahun 1776, dimana Amerika Serikat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasinya.
Kemudian, adanya pernyataan tegas dari Doktrin Carter yang mengaitkan masalah Hak Asasi Manusia dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap negara lain. Selain itu, pemerintah Amerika Serikat dalam pengukuhan National Security Strategy 2017 menyebutkan dalam poin 3 pilar yaitu pelestarian perdamaian melalui kekuatan, dimana secara tegas menyebutkan sekutu dan mitra Amerika Serikat akan memperbesar dan melindungi kepentingan bersama serta akan bertanggung jawab yang lebih besar untuk menangani ancaman yang lazim. Kemudian pada poin 4 pilar yaitu meningkatkan pengaruh Amerika Serikat, hal ini jelas merupakan upaya Amerika Serikat untuk terus memperjuangkan demokrasi di seluruh dunia dan hak-hak individu dan kesejahteraan.
Kemudian, Amerika Serikat juga menjelaskan tentang kebijakannya terkait HAM dan Demokrasi di situs resmi U.S Department of State, dimana dalam situs resmi tersebut menjelaskan bahwa Amerika Serikat bertanggung jawab atas Hak Asasi Manusia yaitu mempromosikan penegakan Hak Asasi Manusia termasuk kebebasan individu dan mempromosikan aturan hukum yang sah dalam menegakkan Hak Asasi Manusia secara internasional serta berkoordinasi dengan lembaga dan organisasi mengenai Hak Asasi Manusia dalam melakukan penanganan agar dapat terselesaikan. (U.S Departmen of State. Human Right and Democracy. 2019)
Selain itu, Amerika Serikat juga memiliki tujuan yaitu mempromosikan demokrasi sebagai alat keamanan, stabilitas, dan kemakmuran seluruh dunia. Kemudian, membantu negara-negara demokrasi yang baru dibentuk untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi secara benar dan membantu pendukung demokrasi di seluruh dunia untuk membentuk demokrasi di negara mereka sendiri serta mengkritik rezim yang menyangkal Hak warganya untuk melakukan pemilihan yang bebas, aman dan transparan. Hal-hal ini lah yang menjadi dasar bagi Amerika Serikat mengawali keterlibatannya di Hong Kong sehingga memberikan mereka pembenaran bukan hanya di Hong Kong tetapi di seluruh dunia.
Terlebih lagi, adanya motivasi internal di bawah kebijakan luar negeri khusus yang mengatur hubungan Amerika Serikat dengan Hong Kong yaitu HK Policy Act 1992. Dalam kebijakan khusus ini, Amerika Serikat menyatakan komitmennya dengan membuat kebijakan khusus yang mengatur hubungannya dengan Hong Kong dalam segala bidang seperti ekonomi bisnis, politik, dan keamanan. Amerika Serikat berkomitmen akan mendukung segala urusan Hong Kong termasuk memelihara entitas berbeda dari pemerintah pusat Tiongkok mereka dan menjaga Hong Kong untuk tetap menjadi wilayah yang memiliki sistem demokrasi (Michael C. Davis and Thomas E. Kellogg. 2020).
Beberapa hal inilah yang menjadi dasar bagi Amerika Serikat untuk terus menyatakan keterlibatannya dalam urusan wilayah Hong Kong, selain karena adanya motivasi yang tertuang dalam beberapa kebijakan luar negeri Amerika Serikat secara internasional, Amerika Serikat juga memiliki kebijakan khusus yang mengatur hubungannya dengan Hong Kong dan merasa harus serta berkewajiban untuk menjaga komitmen atas kebijakan khusus tersebut.
2. Motivasi Amerika Serikat
Amerika Serikat melihat demokrasi di Hong Kong semakin terkikis karena adanya keterlibatan pemerintah pusat Tiongkok di wilayah otonom Hong Kong membuat Amerika Serikat harus mengambil peran untuk mencegah hal itu terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, Hong Kong sering melakukan aksi demonstrasi karena demokrasi yang selalu di kikis oleh pemerintah Hong Kong itu sendiri. Pemerintah Hong Kong sendiri diketahui merupakan kandidat yang pro terhadap pemerintah pusat Tiongkok, khususnya Kepala Eksekutif yaitu Carrie Lam yang terpilih pada tahun 2017. Hal inilah yang membuat Amerika Serikat harus berupaya melindungi demokrasi yang berada di Hong Kong.
Amerika Serikat awalnya mendukung demonstrasi di Hong Kong untuk menolak RUU ekstradisi tersebut karena dari poin-poin mengancam kebebasan individu yang berada di Hong Kong melalui penargetan sasaran apabila dinilai membahayakan kepentingan Tiongkok di Hong Kong. Akan tetapi, setelah RUU ekstradisi tersebut dibatalkan ternyata Amerika Serikat ingin memelihara demokrasi secara penuh di Hong Kong karena apabila pemerintahan Hong Kong masih dikendalikan oleh pemerintah pusat Tiongkok melalui sistem demokrasi yang terbatas seperti sebelumnya maka hal ini juga membahayakan kebebasan Hong Kong dan membahayakan pihak Amerika Serikat juga di dalamnya sehingga Amerika Serikat tetap mendukung demonstrasi pro demokrasi di Hong Kong.
	Selain alasan Demokrasi yang ada di Hong Kong, demonstrasi yang terjadi selama kurang lebih setahun ini dengan massa yang jumlah sangat banyak sehingga bentrok dengan aparat polisi yang bertugas membuat banyak demonstran yang mengalami luka-luka bahkan ada beberapa yang meninggal dunia. Penggunaan persenjataan lengkap oleh aparat polisi seperti peluru karet, gas air mata dan meriam air digunakan untuk menekan pihak demonstran agar mudah ditertibkan. Aparat polisi yang bertugas terus menekan pihak demonstran menggunakan cara kekerasan sehingga banyak demonstran yang berjatuhan bahkan ditangkap. Amerika Serikat khawatir dengan krisis Hak Asasi Manusia oleh demonstran Hong Kong saat melakukan demonstrasi yang menurut Amerika Serikat sebagai wujud ekspresi menyatakan pendapatnya terhadap pemerintah Hong Kong (U.S.- China Economic And Security Review Commission).
Oleh sebab itu, pemerintahan yang demokratis selalu menjadi penekanan Amerika Serikat dalam keterlibatannya di suatu wilayah atau negara lain. Reformasi demokrasi harus dilakukan di tengah pemerintahan yang otoriter di kawasan agar kebebasan individu untuk mengemukakan pendapatnya. Mendukung demokratisasi, sistem perekonomian pasar bebas, dan HAM telah menjadi sebuah elemen moral bagi politik luar negeri Amerika Serikat. Program demokratisasi yang dijalankan oleh pemerintah Amerika Serikat di Hong Kong dalam rangka untuk mempromosikan demokrasi ala mereka, tidak hanya semata-mata untuk melindungi Hak Asasi Manusia dan menjunjung demokrasi di wilayah Hong Kong akan tetapi lebih jauh Amerika Serikat memiliki hubungan dagang dan bisnis yang baik dengan Hong Kong dengan sistem liberal yang sama dengan Amerika serikat, diharapkan Hong Kong dapat memberikan keuntungan bagi Amerika Serikat maupun Hong Kong itu sendiri. 
Amerika Serikat menjadikan program demokratisasi di Hong Kong sebagai alasan untuk menyatakan keterlibatannya sebagai upaya untuk merubah struktur politik yang ada agar lebih pro terhadap pemerintahannya. Di sisi lain promosi nilai-nilai demokrasi untuk mempermudah kebebasan individu dapat berjalan dengan lancar dan cenderung memberikan keuntungan kepada Amerika Serikat. Selain itu, promosi nilai-nilai demokrasi yang terjadi di Hong Kong pasti tidak lepas dari adanya kepentingan-kepentingan lain yang Amerika Serikat inginkan di Hong Kong.

B.     Teori Neorealisme
           Berakhirnya Perang Dunia Kedua dan setelah Jepang, Eropa, Inggris yang telah kehilangan kekuatannya dalam peran kapitalis global, secara tidak langsung Amerika Serikat telah menduduki atau mendominasi perekonomian pasar dunia. Hal ini dilakukan dengan pengambilan kebijakan yang berdampak pada sistem global, yaitu dengan adanya Organisasi-Organisasi Internasional yang telah diperbarui, yaitu: World Trade Organization, International Monetary Fund dan Bank Dunia. Oleh karena itu, Amerika Serikat dijuluki sebagai negara hegemoni di dunia ini (Dewi Masitoh. 2018).
	Akan tetapi, di tengah kekuatan Amerika Serikat yang selalu menjadi negara hegemon, Tiongkok datang sebagai negara yang mulai menunjukkan perkembangan pesatnya dan muncul sebagai pesaing Amerika Serikat yang baru. Reformasi ekonomi Tiongkok yang telah diagendakan sejak lama dan kini telah berhasil menjadi kekuatan yang mendominasi perekonomian di dunia. Tiongkok tercatat telah mengalami peningkatan ekonomi dari tahun ke tahun, bahkan menurut Gross Domestic Bruto (GDP) dari tahun 1970-2014 tercatat bahwa Tiongkok berada di posisi kedua setelah Amerika Serikat sebagai pesaing utamanya di dunia dan mengungguli negara lain seperti negara-negara Eropa dan Jepang. Tiongkok yang memiliki kendali penuh atas sistem perekonomiannya membuat negara ini mampu maju dan menuju sebagai kekuatan hegemoni yang baru di dunia.
	Gambar 1. Gross Domestic Bruto (GDP) dari tahun 1970-2014 Amerika Serikat dan Tiongkok
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	Tiongkok yang merasa telah mendapatkan perannya dengan baik dalam sektor ekonomi, maka Tiongkok merasa perlu untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas pertahanan serta militernya. Hal ini dilakukan Tiongkok agar dapat memainkan peran di ranah regional maupun global. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) mencatat pada tahun 2017, Tiongkok mencatatkan dirinya sebagai negara dengan anggaran belanja militer terbesar kedua setelah Amerika Serikat dan menjadi negara nomor satu yang meningkatkan belanja militernya setiap tahun. Amerika Serikat sendiri meskipun tetap menjadi nomor satu dalam perbelanjaan militer akan tetapi menurut data dari SIPRI mengalami penurunan dibandingkan Tiongkok yang terus meningkatkan anggaran belanja militernya (SIPRI, Military Expenditure. 2016).
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	Melihat perkembangan Tiongkok yang mulai menyaingi posisinya sebagai kekuatan hegemon, Amerika Serikat mulai memfokuskan kebijakannya untuk membendung pengaruh Tiongkok baik secara ekonomi maupun ideologi. Di antaranya Pivot to Asia, Trans Pacific Patnership, bahkan dalam National Security Strategy mengatakan bahwa Tiongkok telah berusaha menggeser posisi Amerika Serikat sebagai kekuatan hegemon di dunia. telah berusaha menggeser pengaruh Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik melalui ekspansi ekonomi atau memperluas jangkauan ekonomi dibawah kendali Tiongkok. Hal ini yang mendasari Amerika Serikat terus melakukan aksi keterlibatan dengan negara-negara atau wilayah yang memiliki kedekatan dengan Tiongkok agar hubungan dengan Tiongkok tidak terlalu dekat atau sifatnya memiliki ketergantungan (M. Najeri Al Syahrin. 2018).
	Amerika Serikat yang mulai mengekang pengaruh Tiongkok melalui negara-negara berdekatan dengan Tiongkok seperti Jepang, India, Korea Selatan bahkan Taiwan. Kemudian yang semakin dekat posisinya ialah Hong Kong. Hong Kong yang awalnya dilihat Amerika Serikat hanya sebagai pusat ekonomi yang bebas kini lebih jauh memiliki posisi yang penting untuk membendung pengaruh Tiongkok di kawasan Asia. Amerika Serikat menginginkan Hong Kong sebagai pos terdepan di wilayah Tiongkok untuk dapat membendung pengaruh Tiongkok menyebar sebagai bentuk dari kepentingan nasional dan juga menginginkan Hong Kong tetap berada di bawah wilayah yang otonom dan tetap menjalankan sistem kapitalis untuk membantu mewujudkan kepentingan ekonomi Amerika Serikat (Jerome C. A. Dkk.  2019).
1. Kepentingan Ekonomi
Hong Kong sebagai salah satu pusat keuangan utama Asia, telah lama menarik investasi asing karena reputasinya seperti pemerintahan yang baik, supremasi hukum, dan perlindungan hak, termasuk buruh dan hak kekayaan intelektual (Sarah Cook.  2019). Pelabuhan Hong Kong disebut sebagai penghubung antara Asia dengan Eropa menjadikan posisi Hong Kong sangat penting sebagai pusat ekonomi dunia. Tercatat sebagai wilayah dengan kemudahan berbisnis nomor satu di dunia, menarik negara-negara lain untuk berbisnis di Hong Kong. 
Hal ini tidak terlepas dari peran Amerika Serikat dengan memberikan status khusus kepada Hong Kong yang mana status khusus tersebut diantaranya dolar Amerika Serikat bebas bertukar dengan dolar Hong Kong, adanya penerapan tarif dagang yang relative minim dan bahkan dalam beberapa komiditi hampir tidak ada, dan adanya bebas visa perjalanan pun juga diberlakukan. Selain itu, penerapan sanksi dagang yang ditujukan kepada pemerintah pusat Tiongkok dan seluruh wilayah lain di daratan Tiongkok tidak berlaku di Hong Kong. Hal ini yang membuat para pelaku ekonomi Amerika Serikat banyak membangun perusahaan mereka di Hong Kong karena adanya kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat kepada Hong Kong. (U.S Department of State. US-Hong Kong relations.  2019).
Kurang lebih dari 1.351 perusahaan Amerika Serikat beroperasi di Wilayah Administratif Khusus Hong Kong, dan sekitar 290 diantaranya merupakan kantor pusat regional Asia, 434 kantor dengan fungsi koordinasi regional, dan 627 kantor lokal hanya melayani urusan di Hong Kong. Pada tahun 2018, surplus perdagangan barang bilateral terbesar Amerika Serikat adalah dengan Hong Kong, dengan nilai 31,1 miliar Dolar Amerika Serikat. Jumlah tersebut berdasarkan ekspor mencapai 37,4 miliar Dolar Amerika Serikat dan impor 6,3 miliar Dolar Amerika Serikat. Hong Kong merupakan pasar terbesar keempat untuk ekspor produk pertanian Amerika Serikat. Kemudian, 85.000 warga Amerika Serikat berada di Hong Kong sebagai pekerja untuk perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di Hong Kong.
Akan tetapi kemudahan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat di Hong Kong hanya akan terus berlaku apabila Hong Kong tetap otonom dengan pengaruh demokrasi yang terus berjalan dibawah kerangka One state two system karena apabila Hong Kong tidak cukup otonom dan penerapan demokrasi terkikis maka pemerintah Amerika Serikat dapat melakukan peninjauan kembali untuk mencabut status khusus dan menjadikan wilayah Hong Kong menjadi sama posisinya dengan wilayah lain di Tiongkok seperti penerapan sanksi oleh pemerintah Amerika Serikat untuk Tiongkok juga berlaku di Hong Kong. Hal inilah yang mendasari Amerika Serikat terlibat dalam demonstrasi pro demokrasi di Hong Kong.
2. Membendung Pengaruh Tiongkok
	Hong Kong yang posisinya terletak sebagai pos terdepan atas Tiongkok, hal ini digunakan Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki hubungan erat dengan Hong Kong sebagai alat untuk menekan pihak Tiongkok atau pun sebagai alat untuk membendung pengaruh Tiongkok. Amerika Serikat yang memiliki hubungan yang dekat dengan Hong Kong khususnya dalam mitra dagang dan bisnis setidaknya membuat Hong Kong sedikit banyaknya akan dipengaruhi Amerika Serikat. 
	Setelah Inggris mengembalikan Hong Kong kepada Tiongkok pada tahun 1997, kelanjutan tujuan khusus Hong Kong oleh Amerika Serikat tetap dilaksanakan dengan konsep penerapan yang berbeda. Amerika Serikat menggunakan prinsip Hong Kong yaitu One State Two System  atau tetap menggunakan status british Hong Kong dengan sistem yang semula digunakan pada era pemerintahan Inggris dengan terus memelihara perjanjian bersama HK Policy Act 1992 dan berusaha agar Hong Kong tetap demokratis karena dengan demokratisnya Hong Kong dan seluruh kegiatan politik di Hong Kong dilakukan dengan system demokrasi maka akan membentuk pemerintahan yang diinginkan oleh warga Hong Kong dan secara khusus akan sedikit banyaknya mendukung pemerintah Hong Kong dan di sisi lain status khusus Hong Kong secara berkelanjutan terus terjalin dan upaya untuk mengejar tujuan strategisnya di Hong Kong dapat terlaksana. 
Tujuan strategis Amerika Serikat ialah seperti menjadikan pelabuhan Hong Kong sebagai basis kunjungan armada militer Amerika Serikat di wilayah Tiongkok. Bahkan dalam beberapa kunjungan kapal perang Amerika Serikat di Hong Kong disinyalir melakukan kerjasama dengan unit layanan di Hong Kong meskipun hanya dalam bentuk upaya penanganan terorisme. Akan tetapi, sejak dahulu pelabuhan Hong Kong dijadikan tempat untuk menyediakan suplai persenjataan pada perang antara Amerika Serikat-Vietnam. Selain itu, Amerika Serikat juga memiliki tujuan untuk membangun aparatus intelijen luar negeri terbesar Amerika Serikat di Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Hong Kong yang menampung stasiun CIA dan atase FBI skala besar dan melakukan propaganda anti-komunis melalui Layanan Informasi Amerika Serikat. Hal-hal tersebut hanya akan dapat tercapai dengan memelihara demokrasi yang berada di Hong Kong.  (U.S Departmen of States. Office of The Historian). 




Kesimpulan
	Alasan Amerika Serikat dapat dianalisis dengan konsep Liberal Intervensionisme yang menujukkan posisi Amerika Serikat mendukung demonstrasi pro demokrasi di Hong Kong karena adanya komitmen berdasarkan asas negara liberal dengan tata kelola yang baik untuk menjunjung demokrasi dan HAM di seluruh dunia dan hal tersebut tertuang dalam berbagai kebijakan termasuk kebijakan khusus yang mengatur hubungannya dengan Hong Kong yaitu HK Policy Act 1992. Selain itu, adanya krisis demokrasi yang terjadi di Hong Kong dan berujung pada demonstrasi untuk menuntut demokrasi secara penuh dapat terlaksana di Hong Kong. Namun akibat dari demonstrasi yang terus berlanjut membuat beberapa demonstran mengalami luka-luka bahkan meninggal dunia. Oleh sebab itu, Amerika Serikat menyatakan bahwa program demokratisasi harus dilakukan di Hong Kong di tengah pemerintah pusat Tiongkok yang semakin agresif dan bersifat otoriter terhadap warga Hong Kong. Tujuannya ialah agar promosi demokrasi liberal dapat terlaksana dengan baik kemudian struktur politik di Hong Kong lebih mengedepankan kepentingan warga Hong Kong. Serta, teori Neorealisme yang digunakan untuk menjawab alasan keterlibatan Amerika Serikat di Hong Kong ialah karena adanya upaya mempertahankan pengaruh politiknya di Hong Kong untuk menjaga kepentingan ekonomi dan keinginan untuk membendung pengaruh Tiongkok.
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